BAB |11
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG.

A. Korupsi dalam Perspektif Undang-Undang
1. Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang Tipikor.

Di Indonesia korupsi diatur dalam Undang-Undang 8Ib.Tahun
1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagairencantum
dalam Bab Il Pasal 2 yang dimaksud dengan korujaah: “Setiap orang
yang secara melawan hukum melakukan perbuatan nneayae diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaagatd merugikan
keuangan negara atau perekonomian nedara.”

UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 juga
memperluas ajaran sifat melawan hukum, yakni mencaifat melawan
hukum secara formil dan secara materiil sekaliytag dimaksud sifat
melawan hukum formil dan materiil sekaligus adatalatu perbuatan
dinilai sebagai tindak pidana dengan berdasarkaainseyeraturan
perundang-undangan (sebagai wujud sifat melawanrhwecara formil,
formeel wederrevhtelijkheid) juga kenyataan bahwa ia merupakan
perbuatan tercela di mata masyarakat, bertentadgagan rasa keadilan
masyarakat, sebagai wujud sifat melawan hukum aeuateriil, materiel
wederrevhtelijkheid. Dalam kaitan ini Indriyanto Seno Adji menjelaskan
bahwa berdasarkan asas legalitas, suatu perbuatayn secara formil
terbukti tidak melawan hukum maka sang pelakurdaktboleh dipidana,
namun, untuk memenuhi rasa keadilan mesyarakat yaegandang
tercelanya perbuatan tersebut maka sang pelalkpataot dipidana. Inilah
makna melawan hukum secara materiil. Dengan digautjaran sifat

melawan hukum secara formiil dan materiil sekaligmenurut Basrief

! Lihat Konsideran UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. P&hun 2001, Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdiri &tfish Bab dan 45 Pasal. (Baca judjanpunan
Peraturan Tentang Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, him 209-221)
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Arief, cakupan kualifikasi tindak pidana korupsi loes, bahkan kerja
pembuktiannya menjadi relatif mudah.

Barda Nawawi Arief menilai bahwa UU No. 31 Tahur®29o UU
No. 20 Tahun 2001 memuat dua kelompok tindak pid&oeupsi.
Pertama, kelompok tindak pidana yang terdiri atas perbug@rbuatan
baik aktif maupun pasif, yang merupakan korupsi awhal arti
sesungguhnya, yang diwadahi dalam Bab Il yang @efjtrindak Pidana
Korupsi.” Kedua, kelompok tindak pidana yang terdiri atas perbuata
perbuatan, baik aktif maupun pasif, yang berkagangan tindak pidana
korupsi, yaknidelik-delik yang berhubungan dengan proses penyidikan
dan penuntutan perkara korupsi.

Yang patut dicermati terkait dengan UU no. 31 Tah889 jo UU
no. 20 tahun 2001 adalah tiadanya penegasan kaaliftindak pidana
korupsi sebagai “kejahatan”. Padahal penegasan kademimenurut
pandangan Barda Nawawi Arief sangat penting lantgparundang-
undangan pidana di luar KUHP tetap terikat denganaa umum yang
terdapat dalam KUHP yang terkait dengan akibatoysidaridiferesiansi
“kejahatan” (isdrijven), dan “pelanggaran” ofertreding). Dalam
pengamatan Barda Nawawi Arief, ketiadaan penedasaifikasi tersebut
boleh jadi didasarkan pada pandangan para legiskdog melihat
hilangnya urgensitas pembedaan dalam hal konsekuensi yuridis atau
pemidanaan antara “percobaan” dan “pembantuanakimudana korupsi
dengan perbuatan konkret tindak pidana korupsisgadiri, sehingga
“percobaan” dan “pembantuan” tersebut diancam dengdana yang
sama dengan perbuatan konkret tindak pidana kodipsiksud. Padahal
akibat hukum dari pembedaan hukum itu tidak hangayangkut masalah
“percobaan” dan “pembantuan” tindak pidana korup&tapi juga

bersentuhan dengan masalah-masalah lain, seperrbdigngan”

> Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana
Khusus di Indonesia, Badan LITBANG dan Diklat Kemenag RI, 2010, hir601101
* Ibid., him. 101-102
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(concursus), daluwarsa penuntutan, daluwarsa pelaksanaamaidian
keberlakuan asas nasionalistis aktif.

Lebih dari itu, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahpenegasan
kualifikasi sebagai “kejahatan” melahirkan konseigieyuridis, baik
dalam arti materiil maupun formiil, dan ini berargirikat dengan aturan
umum KUHP dan aturan KUHAP, dengan catatan sejaialik titentukan
lain oleh undang-undang dimaksud. Barda NawawifAmenilai bahwa
penegasan kualifikasi tersebut sangaigen untuk “menjembatani”
keberlakuan aturan umum KUHP terhadap hal-hal yialads diatur secara
khusus dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP

UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 men3@at
(tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi, yangsébar dalam 13 (tiga
belas) pasal. Ketigapuluh bentuk tindak pidana psirtersebut terwadahi
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruasal % ayat (1) huruf b,
Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Paagh6(1) huruf b, Pasal 6
ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayatfuf b, Pasal 7 ayat (1)
huruf ¢, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayatHasal 8, Pasal 9, Pasal
10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf calPEl Pasal 12 huruf a,
Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf ¢, Pasal 12 liyrBasal 12 huruf e, Pasal
12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf haPa2 huruf i, Pasal 12 B
jo. Pasal 12 C, dan Pasal 3.

Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebadgpdasarnya
dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenBertama, korupsi terkait
keuangan negara/perekonomian negara (Pasal 2 dated)a, korupsi
terkait suap-menyuap, termuat dalam Pasal 5 ayduflf a, Pasal 5 ayat
(1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasalut@fta, Pasal 12 huruf b,
Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 aydiufuf b, Pasal 6 ayat
(2), Pasal 12 huruf ¢, dan Pasal 12 hurufKetiga, korupsi terkait

*Ibid., him. 102
> |bid., him. 103
® Ibid.
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penggelapan dalam jabatan, diatur dalam Pasak8) PaPasal 10 huruf a,
Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf Keempat, korupsi terkait
pemerasan, terwadahi dalam Pasal 12 huruf e, Radlf, Pasal 12 huruf
g. Kelima, korupsi terkait perbuatan curang, termuat dalasaP7 ayat (1)
huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayah(tuf c, Pasal 7 ayat (1)
huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 hurdfdenam, korupsi terkait
benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dRasal 12 huruf i.
Ketujuh, korupsi terkait gratifikasi, diakomodasi dalams&al2 B jo.
Pasal 12 C.

UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 jeungegatur
jenis tindak pidana lain yang berkaitan denganatknpidana korupsi. Jenis
tindak pidana yang demikian ini diatur dalam P&4alPasal 22, Pasal 23,
dan Pasal 24. Bentuk-bentuk tindak pidananya memcak (enam)
macam. Pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi,
tercantum dalam Pasal Zedua, tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yang tidak benar, termuat dalam Paspl. Zasal 28Ketiga,
pihak bank yang tidak memberikan keterangan reketersangka, diatur
dalam Pasal 22 jo. Pasal 2&empat, saksi atau ahli yang tidak memberi
keterangan atau memberi keterangan palsu, termalaimdPasal 22 jo.
Pasal 35Keima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak mekaberi
keterangan atau memberikan keterangan palsu, diatam Pasal 22 jo.
Pasal 35.Keenam, saksi yang membuka identitas pelapor, diakomodasi
dalam Pasal 24 jo. Pasal 31. Semantara itu, BasAefkef
mengklasifikasikan tindak pidana korupsi menjadirba) jenis.Pertama,
jenis tindak pidana yang dapat merugikan keuangagana atau
perekonomian negar&edua, jenis tindak pidana penyuapan (baik dalam
arti aktif, maupun pasif).Ketiga, jenis tindak pidana penggelapan.

Keempat, jenis tindak pidana pemerasan dalam jabakahiima, jenis

7 Ibid., him. 103-104
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tindak pidana yang berkaitan pekerjaan pemborontaueransir dan
rekanarf
Perumusan tindak pidana korupsi dalam pasal-pakhlTinhdak
Pidana korupsi, dimulai dengan kata “setiap oraryghg diberi makna
orang perseorangan atau termasuk korporasi. Segang dimaksud
dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atawaykek yang
terorganisir baik, merupakan badan hukum maupurarmidadan hukum.
Dengan demikian korporasi dapat menjadi subyelatimdana korupst.
Pegawai negeri diberi makna yang lebih luas dantikan secara
tegas, dan pegawai negeri adalah meliputi :
a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undadgrgrtentang
kepegawaian.
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuanggara@atau daerah
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasgymenerima
bantuan dari keuangan negara atau daerah
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasn lyang
mempergunakan modal atau fasilitas dari Negararatmyarakat’

2. Gambaran Umum dan Sebab Terjadinya Korupsi di lesian

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakarygleinsosial
yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspedugen
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupdéi teengakibatkan
kerugian materiil keuangan negara yang sangat .bRsanun yang lebih
memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan @angurasan
keuangan negara yang dilakukan secara kolektif kldangan anggota
legislatif dengan dalih studi banding, THR, uangsgrgon dan lain

sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk peraanpdan pengurasan

® Ibid., him. 104-105
° Nyoman Serikat Putra Jaydjndak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di
Indonesia, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2000, him. 10
10 .
Ibid.
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keuangan negara demikian terjadi hampir di selwildyah tanah air. Hal

itu merupakan cerminan rendahnya moralitas danmasa’*

Bukan sudah rahasia umum lagi, kalau bangsa Indonssmiliki
sejarah kelam dalam pemberantasan korupsi. Hanepnua lini, amat
subur sebagai pundi-pundi keuangan pribadi dengaktgk korupsi.
Kondisi ini tentunya amat ironis, sebab Indonesitabene adalah negara
dengan penduduk muslim terbesar di ddfia.

Logikanya, sebagai negara muslim terbesar di dasipek moral
dan religiusitas menjadi kontrol sosial bagi maalat termasuk pejabat
negara, sehingga mereka takut untuk melakukan kordgayangnya,
aspek moral dan religiusitas tidak mampu hadir gab&ontrol sosial.
Yang ada justru budaya korupsi yang kian meraga-fel

Korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor yaegpengaruhi
pelaku korupsi itu sendiri atau yang biasa kitausetmruptor. Adapun
sebab-sebabnya, antara lain:

a. Ketiadaan dan kelemahan pemimpin. Ketidakmampuamirpgin
untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, pakan peluang
bawahan melakukan korupsi. Pemimpin yang bodolk trdangkin
mampu melakukan kontrol manajemen lembaganya.

b. Kelemahan pengajaran dan etika. Hal ini terkait gden sistem
pendidikan dan substansi pengajaran yang diberiRala pengajaran
etika dan moral lebih ditekankan pada pemahamarnitiseotanpa
disertai dengan bentuk-bentuk pengimplementasiannya

c. Kolonialisme dan penjajahan. Penjajah telah mekgadibangsa ini
menjadi bangsa yang tergantung, lebih memilih pasdaripada
berusaha dan senantiasa menempatkan diri sebagaahéa
Sementara, dalam pengembangan usaha, mereka lehiterang

berlindung di balik kekuasaan (penjajah) dengarakuddan kolusi dan

' Hasyim Muzadi, Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Malang : Bayumedia Publishing, 2004, him. 34
12 -
Ibid.
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nepotisme. Sifat dan kepribadian inilah yang meap&bn munculnya
kecenderungan sebagian orang melakukan korupsi.

d. Rendahnya pendidikan. Masalah ini sering pula sabpgnyebab
timbulnya korupsi. Minimnya ketrampilan, skill, dakemampuan
membuka peluang usaha adalah wujud rendahnya piearaiddengan
berbagai keterbatasan itulah mereka berupaya meretsang dengan
menggunakan kedudukannya untuk memperoleh keumurygag
besar. Yang dimaksud rendahnya pendidikan di siaiada komitmen
terhadap pendidikan yang dimiliki. Karena pada k¢agnnya, para
koruptor rata-rata memiliki tingkat pendidikan yangemadai,
kemampuan, dan skill.

e. Kemiskinan. Keinginan yang berlebihan tanpa disémstropeksi diri
atas kemampuan dan modal yang dimiliki mengantadeseorang
cenderung melakukan apa saja yang dapat mengadgkajatnya.
Atas keinginannya yang berlebihan ini, orang akaanggunakan
kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesarrlya.

f. Tidak adanya hukuman yang keras, seperti hukumatn seumur
hidup atau di buang ke Pulau Nusakambangan. Hukseyaerti itulah
yang diperlukan untuk menuntaskan tindak pidanapir'*

Rata-rata vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pdilga Tindak
Pidana Korupsi Jakarta dianggap masih ringatompas.com mencatat
perbandingan angka vonis dengan nilai uang yangralgsi atau kerugian
negara yang timbul akibat perbuatan sejumlah tevdakalam kurun
waktu 2012-2013, sebagai berikut :

1) Kasus suap wisma atlet SEA Games 20dantan Bendahara Umum

Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, divonis 4 mathQ bulan

penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 4 Buleimgan. Suap

“ http://wwwyasirsfarel.blogspot.com/2010/12/pandamiggam-terhadap-korupsi.html

diunduh pada tanggal 20 September 2013, pukul 19.21
“http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1351-hukan-koruptor-terlalu-ringan-
korupsi-kejahatan-luar-biasdiunduh pada tanggal 20 September 2013, puk@fl19.
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4)

5)

6)

7)
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yang diterima Nazaruddin berupa cek senilai Rpmijgar. Hukuman
ini diperberat jadi 7 tahun penjara di tingkat lsasa

Kasus suap cek perjalanadunun Nurbaeti divonis 2 tahun 6 bulan
penjara. Dia dianggap menyuap lebih dari 26 angp&®| 1999-2004
dengan cek perjalanan senilai total Rp 20,8 miliar.

Kasus suap cek perjalanaMantan Deputi Gubernur Senior Bank
Indonesia, Miranda Goeltom, divonis 3 tahun pengitambah denda
Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia dianggagbukti
bersama-sama Nunun menyuap anggota DPR 1999-20@4rdeek
perjalanan senilai total Rp 20,8 miliar.

Kasus suap kepailitan PT Skycamping Indonddekim Syarifuddin
divonis 4 tahun penjara ditambah dena Rp 150 julsider 4 bulan
kurungan. Nilai uang suap yang diterimanya Rp 288.]KPK juga
menyita 1 mobil Mitsubishi Pajero, 84.228 dollar,A84.900 dollar
Singapura, 20.000 yen, 12.600 baht, dan Rp 141 |u#ag-uang
tersebut kemudian harus dikembalikan kepada Swyhliifiu setelah
KPK kalah dalam gugatan yang diajukan Syarifuddin.

Kasus suap pembahasan RAPBD Kota Semarang 2011/2@hfan
Wali Kota Semarang, Soemarmo Hadi Saputtivonis 1 tahun 6
bulan penjara ditambah denda Rp 50 juta subsiderddh kurungan.
Uang suap yang diberikan Seomarmo kepada anggotRDDP
Semarang mencapai Rp 304 juta. Namun, komitmen ggagjikan
Rp 4 miliar.

Kasus dugaan suap Dana Penyesuaian Infrastrukterabadan
pencucian uang.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Wa Ode
Nurhayati, divonis 6 tahun penjara dan denda Rpj6@0subsider 6
bulan kurungan. Nilai uang yang diterima Wa Ode capai Rp 6,25
miliar, sedangkan nilai pencucian uang yang dilakuiya sekitar Rp
50,5 miliar.

Kasus korupsi pajak dan pencucian uang. Pegawekinmat Jenderal
Pajak, Dhana Widyatmika, divonis 7 tahun penjatandbah denda
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Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia dianggabukti
menerima gratifikasi Rp 2,75 miliar, pencucian uatas kepemilikan
uang Rp 11,41 miliar dan 302.000 dollar AS di relkgnya, serta
logam mulia seberat 1.100 gram dalsave deposite box.

8) Kasus dugaan penerimaan suap kepengurusan anggaogek
Kemendiknas. Anggota DPR, Angelina Sondakh, divéhighun 6
bulan penjara ditambah denda Rp 250 juta subsigteingan 6 bulan.
Nilai suap yang diterima Angie mencapai Rp 2,5anitlan 1.200.000
dollar Amerika dari Grup Permai.

9) Kasus suap kepengurusan izin perkebunan di .BDakktur PT
Hardaya Inti Plantation, Hartati Murdaya Poo, digaatahun 8 bulan
penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulamgaru Nilai suap
yang diberikannya kepada Bupati Buol Amran Batahpencapai Rp
3 miliar.

10) Kasus korupsi pengadaaalar home system (SHS) atau listrik untuk
pedesaan di Kementerian Energi dan Sumber DayarMir@irektur
Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Jacob éhowselaku
terdakwa pertama divonis 9 tahun penjara dan dé&ua00 juta
subsider 6 bulan kurungan. Adapun anak buahnyatamakepala
Sub-usaha Energi Terbarukan Direktorat Jenderaltrikisdan
Pemanfaatan Energi, Kosasih Abbas, divonis peratahun dan
denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Kanugegara yang
timbul akibat perbuatan terdakwa mencapai Rp 8@amilacob dan
Kosasih juga menerima uang dari rekanan, masingagaRp 1
miliar, Rp 30 juta, dan Rp 550 jut.

!¢ http://nasional.kompas.com/read/2013/02/08/0557#8&&arata.\Vonis.untuk.Koruptor.
Hanya.3.5.Tahun.Penjamiunduh pada tanggal 16 September 2013 pukul020.0
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B. Sanksi Pidana Bagi Koruptor Menurut Undang-Undang
1. Sanksi Pidana Bagi Koruptor Menurut Undang-Undaipikor.

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian darijaken
sosial, yang secara strategis dilakukan melaldiga)(tahap yaitu tahap
formulasi hukum oleh Lembaga Legislatif, tahap papan hukum oleh
Pengadilan dan tahap ekseR{si

Permasalahan yang menjadi fokus pembicaraan sekaviceddalah
kebijakan pidana mati dalam Undang-undang No. 3iumal999 Jo. 20
Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupshiii penting lagi
pada persoalan apakah peraturan sekarang ini ydknNo. 31 Tahun
1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 efektif untuk memibi@s para pelaku
tindak pidana korupsf

Pencantuman pidana mati dalam Undang-Undang tdrskelatas
tentunya merupakan dalam upaya pencegahan korupsiahesia, karena
dengan pencantuman pidana mati tersebut diharapkam memberikan
efek jera bagi pelaku maupun bagi pelaku lain ybagpotensi sebagai
pelaku. Hal ini tentunya dapat dijadikan pegangagi laparat penegak
hukum untuk dapat menjatuhkan pidana mati bagikpetandak pidana
korupsi yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (2) U314 Tahun 1999
Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasamakingidana
korupsi®®

Kenyataan tersebut sejak berlakunya Undang-Undamgarig
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 Td®@9 Jo. No. 20
Tahun 2001, hakim di Indonesia tidak pernah sekalipnenjatuhkan
pidana mati tersebut terhadap seorang koruptoripiesklalam ketentuan
perundang-undangan memberikan landasan hukum yakgp ctegas,

' Barda Nawawi Arief,Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta : Kencana), 2008, him. 77-79
¥ Adji Indriyanto SenoPidana Mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan
Korupsi,l‘gurnal Keadilan, Jakarta, 2001, him. 3
Ibid.
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sehingga belum dapat memberikan efek jera kepadalkpauptor, malah
semakin subur dan sulit diberant8s.

Hukuman bagi koruptor selama ini tidak mendatangifak jera.
Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomasikan agar
pelaku korupsi dihukum mat.

Rekomendasi itu disampaikan dalam Rapat Kerja MNastio
(Rakernas) MUI di hotel Twin Plasa, Jakarta, Sdil¥). Selain
mendorong pemberlakuan hukuman paling berat itu, | Muga
mengusulkan agar terpidana korupsi dihukum Kkerjgiako “MUI
mendorong majelis hakim pengadilan tipikor menjearh hukuman
seberat-beratnya kepada koruptor kakap, bahkanntaukumati. MUI juga
merekomendasikan kerja sosial, selain pidana penjereka juga harus
membersihkan fasilitas publik, seperti pasar, teatilapangan, panti
asuhan, dan sebagainya untuk memberi efek jera mancegah
masyarakat agar tidak mengikuti jejak para korypthata Ketua MUI
Amidhan saat membacakan rekomendasi.

Menurut Amidhan begitu besar desakan masyarakadeepMUI
agar mengeluarkan seruan supaya koruptor mendapatman yang
memberi efek jera, mengingat kejahatan korupsi kiemmasif di negeri
ini. “Masyarakat menilai selama ini para koruptetap bisa hidup nyaman
di tahanan, karena bisa membeli fasilitas dari akoknum di penjara,
sehingga tidak ada efek jera, “ kata tia.

Amidhan juga mengatakan, MUl mendorong agar majehikim
konsisten menetapkan putusan untuk menyita seladia hasil korupsi.
Sebelum ini, usulan hukuman mati bagi koruptor sebeya telah
disampaikan sejumlah lembaga dan aktivis antikaruptusyawarah

2 http://wwwyasirsfarel.blogspot.com/2010/12/pandanigam-terhadap-korupsi.html

diunduh pada tanggal 20 September 2013, pukul 19.21
*! Suara Merdeka, “Hukum Mati Koruptor”, Edisi 16 Sapber 2013, him. 1
*|bid., him. 1, Lihat juga:
http://news.detik.com/read/2013/09/14/211344/238&BF mui-nilai-vonis-terhadap-
koruptor-terlalu-ringan?nd771104b€&)iunduh pada tanggal 16 September 2013 pukuld20.0
* Suara Merdekd,oc.Cit, him. 1 bersambung him. 11




48

Nasional Alim Ulama Nahdatul Ulama, tahun lalu, yenpaikan fatwa
serupa?

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, setiamorngang secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkayaetidig atau orang
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan rngara negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana pesgaraur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 tahun dan palingal20 tahun dan denda
paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rpitlam?®

Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan, dalam hal timidéna korupsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan d&&adaan tertentu,
pidana mati dapat dijatunkah.

Sekretaris Komite Penyelidikan dan PemberantasangsoKolusi
dan Nepotisme (KP2KKN) Semarang, Eko Haryanto mkandg
rekomendasi MUI. “Rekomendasi seperti itu bagus sidrarusnya segera
dimasukkan ke dalam undang-undang pemberantasapskoil erpidana
korupsi bisa dihukum menjadi tukang sapu di jakyar Biar masyarakat
tahu dan koruptor itu malu,” tandas Eko. Menurutig&kuman untuk
koruptor sejauh ini sama sekali tidak memberikak gfra’’

“Bagaimana mau jera? Tindak Pidana yang dilakukem biasa,
tapi dihukum seperti maling biasa saja. Itupunehjara masih mendapat
fasilitas lebih dibanding narapidana kasus laimiryaZ®

Bandingkan dengan hukuman bagi koruptor di sejnm&gara, di
Amerika Serikat koruptor tidak dihukum mati, tappehjara minimal 5
tahun dan denda 2 juta dolar AS. Koruptor kasustbdiusir ke luar

negeri. Malaysia, pada tahun 1997 memberlakukam @otruption Act.

*1bid., him. 11

% Lihat Konsideran UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. Rghun 2001Pasal 2 ayat (1),
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

% Dalam penjelasan ayat (2) dinyatakan, yang dinthkismgan “keadaan tertentu” yakni
apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktyara dalam keadaan bahaya sesuai dengan
undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi @en@lam nasional, pengulangan tindak
pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keddsés ekonomi dan moneter.

?” Suara Merdekd,oc.Cit, him. 11

* 1bid.
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Koruptor akan divonis hukuman gantung. Di Arab S$aaelaku korupsi
dihukum mati sesuai Syariat Islam. Di Jerman, ktmudihukum penjara
seumur hidup dan mengembalikan semua hasil kordp$§ijna koruptor
ditembak matf’ Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana
korupsi efektif diterapkan di Republik Rakyat Ci(RRC), dan ternyata
cukup berhasil dalam rangka mengurangi tindak @dagorupsi.
Sementara, di Jepang koruptor dihukum untuk mengedésalahan dan

mundur dari jabatan, lalu mengembalikan hasil ketiamya>

. Upaya Pemberantasan Koruptor di Indonesia.

Perilaku korupsi yang membudaya ini tentu sangdit satuk
diberantas, oleh karenanya tidak mengherankan rjikacul lembaga-
lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Dakgjaras Indonesia,
pemberantasan korupsi sudah ada sejak tahun 1968 daawali
terbentuknya Panitia Retooling Aparatur Negara (RNR>!

PARAN diketuai oleh A.H Nasution dan dibantu Prgf. Yamin
serta Roeslan Abdul Gani yang bertugas mendatay&aka pejabat
Negara. Kemudian, pada tahun 1963 muncul kepre2R®.Tahun 1963
dikenal dengan nama Operasi Budhi (OB). OB diketdd Nasution
yang pada saat itu menjabat sebagai Menkohankandidantu Wiryono
Prodjodikoro. Sasaran OB ialah perusahaan Negardedabaga Negara
yang rawan KKN. Komando Tertinggi Rootling Aparatewlusi
(KONTRAR) muncul menggantikan OB, di mana Soekamenjadi
ketuanya dibantu oleh Soeharto dan Letjen Ahmad.¥an

Pada masa Orde Baru, dibentuklah Tim Pemberantdsaumpsi
(TPK) berupa Opstib (Operasi Tertib) yang dikomamdzeh Soedomo
selaku Jaksa Agung pada waktu itu sebagai tindgkitlpidato presiden
Soeharto di depan DPR/MPR 16 Agustus 1967 yanghberanyalahkan

*1bid., him. 1
% Adji Indriyanto SenoQp.Cit, him. 3
*1 Justisia, “Akulah Negara Paling Korup”, Edisi 37htia XXII 2011, him. 26
32 .
Ibid.



50

Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsia Pa@asa yang
sama, Presiden Soeharto juga membentuk komite gt Johanes, |j.
Kasimo, Wilopo, A. Tjokroaminoto) yang tugas utaryanadalah
membersihkan Depag, Bulog, Telkom, Pertamina, éiarbhga lainnya

Pada masa reformasi, berbagai lembaga dibentuk kuntu
memberantas korupsi, di era Orde Baru, korupsingkdir di lingkungan
pusat kekuasaan. Dengan adanya desentralisasi, rsakaa lini
pemerintahan mulai terkena wabah kordpsi.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah
Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan dalsama memerangi
tindak pidana korupsi. Kebijakan tersebut tertuash@am berbagai
peraturan perundang-undangan. Diantaranya adaléétagan MPR RI
No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yangilio dan bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 28 Tahl999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas aiamps{, Kolusi, dan
Nepotisme” Di masa presiden BJ Habibie inilah kebijakan ininul,
serta pembentukan Komisi Penyelidik Kekayaan Pengglara Negara
(KPK-PN), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KBPU)

Masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid diemtm
Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (T&PTiketuali
Andi Andoyo, Namun, adanyadicial review di MA, TGPTPK akhirnya
dibubarkart’

Banyaknya lembaga pemberantasan korupsi daragarizaman
itu tidak mampu mengubur korupsi dari kehidupaa.kitendati demikian,
keseriusan pemerintah lah yang perlu disorot. lepkemerintah serius
memberantas korupsi, secara bertahap korupsi akarmaksn punah.

*bid, him. 27

** Ibid.

* Asmawi, Op.Cit., him. 99

% JustisiaLoc.Cit, him. 27, lihat juga :
http://iwanheryadi.blogspot.com/2012/05/analisisigis-terhadap-perkara.html
*1bid., him. 27
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Namun, kini tampak bahwa pemerintah masih loyamiaén-main dengan
cara melindungi para konglomerat dan orang-oramagRu

Masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitasalah.
Antara lain, masalah sikap mental/moral, masalda/gsi&ap hidup dan
budaya sosial, masalah lingkungan sosial dan kasgan sosial-ekonomi,
masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktterfsis ekonomi,
masalah sistem/budaya politik, masalah lemahnyakiaisi/prosedur
administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidiegangan dan
pelayanan publik. Jadi, kausa dan kondisi yangifaetgiminogen untuk
timbulnya korupsi bisa terjadi di bidang moral, iabsekonomi, politik,
budaya, birokrasi/administrasi dan sebagaitlya.

Jadi, korupsi terkait dengan masalah dan ruang<gemg cukup
luas. Oleh karena itu, apabila upaya penanggulakampsi ingin
ditempuh lewat penegakan hukum, maka harus pulakukbin
pembenahan terhadap semua peraturan perundanggandagang
terkait’® Diantaranya UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Ta2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU3Rolahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kofpsi.

Di era Megawati mulai terbentuk KPK (Komisi Pembegssan
Korupsi) yang merupakan institusi independen yaegberantas korupsi.
Berdirinya KPK setidaknya membuat takut para kayupserta membuat
tak berkutik para pembela hukum dan mampu mengékabal
kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korugsibaga ini
diharapkan tidak seperti lembaga-lembaga seniog gaitung tikar dalam

memberantas koruptdf.

*1bid.

* Barda Nawawi AriefOp.Cit., him. 130-131
“Ibid., him. 131

*! Asmawi, Op.Cit., him. 99

* JustisiaLoc.Cit, him. 27
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Adanya KPK bukan berarti negara kita telah amaard&ubangan
korupsi. Pemberantasan korupsi perlu juga dilakukeasyarakat secara

bersama-sama. Sebab, korupsi merupakan fenomegdugarbiasd?

* | bid.



